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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena atas segala rahmat dan 

hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahunan Tahun Anggaran 2023 ini 

telah selesai disusun. LKJIP Tahunan anggaran 2023 ini merupakan evaluasi dari kinerja 

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang selama Tahun Anggaran 

2023. 

LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahunan Tahun 2023 disusun berdasarkan 

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2023. Sementara itu Perjanjian Kinerja 

merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian 

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan 

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang 

serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang 

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang 

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target 

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-

tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Hasil yang diharapkan dengan diterbitkannya LKJIP Tahun Anggaran 2023 dan dokumen 

Perjanjian Kinerja tahun 2023 ini adalah, (1) terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah 

kepada pihak – pihak yang memberi mandat; (2) terwujudnya pertanggungjawaban kepada 

pemberi mandat dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi/ stakeholder; (3) 

tercapainya kehematan, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

serta ketaatan dalam peraturan perudang – undangan yang berlaku dalam rangka 

pencapaian visi dan misi; (4) terwujudnya perbaikan dalam perencanaan, khususnya 

perencanaan jangka pendek dan jangka menengah. 



 

 

 

  

 

 
Dengan disusunnya LKJIP Tahunan Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat 

menjadi acuan dan sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan 

masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 

Negara Kelas II Pangkalpinang, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan 

akurasi. 

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam 

penyelesaian LKJIP Tahunan Tahun 2023 kami sampaikan ucapan terima kasih, dan 

mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan LKJIP tahun anggaran yang 

akan datang. 

 
Pangkalpinang, 4 Januari 2024 
Kepala 

 

 
Muhammad Anwar 
NIP.196803252002121001 

 



 
IHKTISAR EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) atau yang sebelumnya disebut 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud 

pertanggungjawaban (Akuntabilitas) dalam pelaksanaan kinerja dan pengukuran 

kinerja untuk penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja selanjutnya dan 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), sehingga diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKJIP) dapat mendorong terlaksananya kinerja pemerintahan yang transparan, efektif 

serta mengedepankan efisiensi dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang baik 

(good govermance). 

Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Penyimpanan Benda 

Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang hampir memenuhi target dilihat dari serapan 

anggaran yang merupakan cermin pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 

(Januari s/d Desember 2023) dapat terserap dengan maksimal dari Pagu Rupiah Murni 

DIPA adalah sebagai berikut : 

Realisasi Anggaran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang (DIPA) 

DIPA (Rp) : Rp 2.130.220.000,- Realisasi (Rp) : Rp 2.104.230.350,- 

Persentase (%) : 98,78 %



 

 

 

  

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

Rupbasan Kelas II Pangkalpinang merupakan salah satu Rupbasan yang ada 

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di Jalan Kutilang Kelurahan Air 

Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Gedung dan Bangunan 

kantor Rupbasan Kelas II Pangkal Pinang merupakan bangunan baru yang 

dibangun dan diresmikan penggunaannya pada awal tahun 2019. 

Keberadaan Rupbasan merupakan amanah UU No. 8 Tahun 1981 Tentang 

KUHAP dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum, perlindungan HAM dan 

penyelamatan aset hasil tindak pidana. RUPBASAN sebagaimana tersebut didalam 

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.PR.07.03 

Tahun 1985 Bab II pasal 27 ayat 1, “ Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 

untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut RUPBASAN adalah unit pelaksana 

teknis di bidang penyimpanan benda sitaan dan Barang Rampasan negara yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM RI. 

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan 

adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. 

Rupbasan didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota, dan apabila perlu 

dapat dibentuk pula cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda 

yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam 

tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan termasuk 

barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. 

1. TUGAS 

Tugas Pokok yakni melaksanakan penyimpanan Benda Sitaan Negara dan 

Barang Rampasan Negara. 



 

 

 

  

 

 
2. FUNGSI 

 
Basan dan Baran yang disimpan di RUPBASAN dilakukan dengan baik dan 

tertib sesuai dengan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) 

Pengelolaan benda sitaan negara dan Barang Rampasan negara sehingga sewaktu- 

waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya. 

Pemeliharaan benda sitaan negara dan Barang Rampasan negara berarti merawat 

benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun 

kuantitasnya sejak penerimaan sampai denganpengeluarannya. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rupbasan mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

a. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan Barang Rampasan 

negara; 

b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan Barang 

Rampasan negara; 

c. Melakukan pengamanan dan Pengelolaan RUPBASAN; 

d. Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan. 
 
 

Selain fungsi-fungsi yang tersebut di atas Rupbasan juga disebut sebagai 

fungsi kelembagaan, yaitu salah satu unsur institusi hukum pada proses peradilan 

pidana terpadu (Criminal Justice System) sebagai tempat penyimpanan barang 

sitaan di Rupbasan juga sebagai fungsi profesi penegak hukum karena memiliki 

tugas pokok dan fungsi tersendiri diantara jajaran penegak hukum yang ada. 



 

 

 

  

 

 

3. STRUKTUR ORGANISASI 



 

 

 

  

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

MAKSUD 

Rumah penyimpanan benda sitaan negara Kelas II Pangkalpinang, 

merupakan salah satu Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang berada di 

Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka 

Belitung. Sebagai bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja di Kementerian Hukum dan HAM atas 

penggunaan anggaran maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Semester II Tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada 

Peraturan Menteri Negara dan Pendayaangunaan Aparatur Negara dan 

Repormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 

Tahunan Tahun 2023 ini adalah sebagai sarana informasi serta 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah 

Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang. 

 
TUJUAN 

Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada 

Rumah penyimpanan benda sitaan negara Kelas II Pangkalpinang diharapkan dari 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah untuk 

memaparkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun sesuai 

dengan Rencana Kinerja Tahunan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 

Kelas II Pangkalpinang selama Tahun 2023 dan sebagai bahan masukan untuk 

mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat 

meningkatkan kinerja untuk pelaksanaan rencana kerja pada tahun berikutnya. 



 

 

 

  

 

 
D. ASPEK STRATEGIS 

Aspek Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari 

pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak- 

banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha 

melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. 

Disusunnya aspek strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. 

Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber 

daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat 

mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal 

yang terjadi. 

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang 

tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM 

RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. 

 
E. ISU STRATEGIS 

Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum 

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak 

dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan 

gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan 

dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu 

keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah 

faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor- faktor lainnya yang memiliki daya 

ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau 

dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan 

atau dikedepankan dalam perencanaan capaian kinerja karena dampaknya yang 

signifikan bagi satuan kerja dengan karakteristik bersifat penting, 

mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. 

Upaya untuk mencapai Kinerja Pemerintahan yang baik telah dilakukan 

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang melalui 

serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan 



 

 

 

  

 

 
berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek kinerja 

yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat 

pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih 

dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program 

secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. 

 
F. SISTEMATIKA LAPORAN 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahunan Rumah Penyimpanan Benda 

Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023 disusun dengan sistematika 

penuisan sebagai berikut: 

 
BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

C. Maksud dan tujuan 

D. Aspek strategis 

E. Isu strategis 

F. Sistematika laporan 

 
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

 
A. RENCANA STRATEGIS 

B. PERJANJIAN KINERJA 

 
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

 
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

B. REALISASI ANGGARAN 

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

D. CAPAIAN KIERJA LAINNYA 

BAB IV. PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

B. SARAN 



 

 

 

  

 

 
BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

A. RENCANA STRATEGIS 

Sepanjang periode Tahunan Tahun 2023 Rupbasan Kelas II Pangkalpinang 

telah melakukan berbagai koordinasi dan penegakan hukum dengan berbagai 

instansi terkait, serta pembenahanan tata ruang penyimpanan yang disesuaikan 

dengan fungsi dan jenis barang yang dititipkan, sehingga keamanan Basan dan 

Baran yang lebih terjamin, hal ini dimaksudkan guna meningkatkan mutu 

pelayanan Rupbasan sebagai lembaga penyimpanan khususnya proses 

Pengelolaan benda rampasan dan benda sitaan negara agar tujuan dari penegakan 

hukum dapat tercapai secara optimal dan masyarakat memperoleh kepastian 

hukum atas barang yang disita atau dititipkan diRupbasan Kelas II Pangkalpinang 

yang didukung dengan Sistem Database Pemasyarakatan Rupbasan, yakni sebuah 

aplikasi berfungsi sebagai alat bantu kerja yang terintegrasi dan mengakomodir 

sesuai kebutuhan UPT, KANWIL dan DITJENPAS yang bertujuan untuk 

menyediakan informasi yang berkualitas untuk menunjang pengambilan 

keputusan dan Meningkatkan pelayanan Pemasyarakatan. 

Adapun visi, misi, tujuan serta sasaran Rupbasan Kelas II Pangkalpinang 

adalah sebagai berikut : 

1. VISI 

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum 

2. MISI 

Melindungi Hak Asasi Manusia dan Menyelamatkan Aset Negara Hasil Tindak 

Pidana. 

3. TUJUAN 
 

a. Tercapainya proses peradilan yang cepat dengan biaya ringan. 

b. Terwujudnya perlindungan hak asasi pihak yang berperkara serta 

keselamatan dankeamanan Basan Baran. 

c. Terwujudnya penyelamatan aset negara terhadap benda-benda yang 

dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan Pengadilan. 



 

 

 

  

 

 
4. SASARAN 

 
a. Dilaksanakannya pengendalian secara administratif penerimaan, 

penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, pengeluaran dan pemusnahan 

berdasarkan prosedurdan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan berorientasi pada standar pelayanan sehingga tercapainya 

pelayanan prima. 

b. Memberikan rasa aman kepada pihak yang berperkara terhadap benda 

sitaannya. 

c. Memberikan jaminan penyelamatan aset negara berupa basan yang diputus 

Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dirampas untuk 

negara. 

 
B. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian kinerja pada Rupbasan Kelas II Pangkalpinang merupakan tekad 

dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Rupbasan 

Kelas II Pangkalpinang yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan 

Diektur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan 

amanah/Tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian Perjanjian Kinerja ini 

merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat 

penerima amanah kepada atasan langsungnya. 

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan 

diwujudkan oleh Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dalam kurun waktu satu tahun 

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut diuraikan 

target kinerja Tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap sasaran kegiatan yang 

dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023. 



 

 

 

  

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II 

PANGKALPINANG 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG 
 
 
 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Andri Ferly 

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama : Harun Sulianto 

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 
Pangkalpinang, 2 Januari 2023 

 

Pihak Kedua, 
Kepala Kantor Wilayah Bangka 

Belitung 
 
 
 
 
 

Harun Sulianto 

Pihak Pertama, 
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 

Negara Kelas II Pangkalpinang 
 
 
 
 

Andri Ferly 

NIP 19650408 198703 1 002 NIP 19790417 200012 1 001 



 

 

 

  

 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II 

PANGKALPINANG 

DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

BANGKA BELITUNG 

 
 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Memastikan 
pelayanan publik di 
bidang hukum sesuai 
dengan asas 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 
Layanan Publik Bidang Hukum. 

80 

2. Memastikan 
penegakan hukum 
yang mampu menjadi 
pendorong inovasi dan 
kreatifitas dalam 
pertumbuhan ekonomi 
nasional 

Persentase benda sitaan dan barang 
rampasan yang terjaga kuantitas 
(jumlah) dan kualitasnya (nilai) 

80% 

 

 

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Terwujudnya 
Penyelenggaraan 
Pemasyarakatan yang 
Berkualitas 

1. Indeks Kepuasan Layanan 
Pemasyarakatan 

85 

2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama 
Pemasyarakatan 

85 

3. Indeks Kepuasan Pengguna 
Layanan IT Pemasyarakatan 

85 

2. Terwujudnya 
Penyelenggaraan 
Pemasyarakatan yang 
Profesional dalam 
Mendukung Penegakan 
Hukum Berbasis HAM 
Terhadap Tahanan, 
Benda Sitaan dan 
Barang Rampasan 
Negara, Narapidana, 
Anak, dan Klien 
Pemasyarakatan 

Indeks Pengelolaan Basan Baran 80 



 
 

 

 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya  Pelayanan 
Pengelolaan Basan Baran 
di wilayah sesuai standar 

1. Persentase benda sitaan dan barang 
rampasan yang terjaga kualitas dan 
kuantitasnya 

80% 

2. Persentase benda sitaan dan barang 
rampasan yang dikeluarkan 
berdasarkan putusan yang berkuatan 
hukum tetap 

80% 

2. Meningkatnya Dukungan 

Layanan Manajemen 

Satker 

1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, 
anggaran UPT Pemasyarakatan dan 
pelaporan yang akuntabel tepat waktu 

1 
Layanan 

2.  Tersusunnya dokumen pengelolaan 
BMN dan Kerumah tanggaan 

1 Layann 

3. Terpenuhinya data dan peningkatan 
kompetensi pegawai pemasyarakatan 

1 
Layanan 

  4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan   
Anggaran dan laporan keuangan yang 
akuntabel dan tepat waktu 

1 Layanan 

5. Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan 

 
 
 

 
 

 

Kegiatan Anggaran 

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp 280.245.000,- 

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Rp 280.245.000,- 

  

Program Dukungan Manajemen Rp 1.609.287.000,- 

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT 
Pemasyarakatan 

Rp 1.609.287.000,- 

 
 
 

 
Pangkalpinang, 2 Januari 2023 

 

Pihak Kedua, 
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung 

 
 
 
 
 

Harun Sulianto 

Pihak Pertama, 
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 

Negara Kelas II Pangkalpinang 
 
 
 
 

Andri Ferly 

NIP 19650408 198703 1 002 NIP 19790417 200012 1 001 



 

 

 

 

 

 

 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II 

PANGKALPINANG 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG 
 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Andri Ferly 

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang 

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, 

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab 

kami. 

 

 
Pangkalpinang, 2 Januari 2023 

 

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
Kelas II Pangkalpinang 

 
 

 
Andri Ferly 

NIP 19790417 200012 1 001 



 

 

 

 

 

 

 
BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II 

Pangkalpinang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi 

dan tingkat capaian kinerja pada Tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kineja 

dengan realisasinya. 

 
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian 

kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, 

maka kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang dapat 

diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Laporan 

Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja Rumah Penyimpanan 

Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang. Secara keseluruhan target kinerja Rumah 

Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang pada Tahun 2023 telah 

tercapai sebagaimana berikut: 

 
 
 

 

 
No. 

 
Sasaran 
Kegiatan 

 
Indikator Kinerja Kegiatan 

 
Target 

Realisasi 
Tahun 2023 
(Januari s/d 
Desember) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
 

 
1. 

 
Meningkatnya 
Pelayanan 
Pengelolaan 
Basan Baran di 
wilayah sesuai 
standar 

1. Persentase Benda Sitaan 
Dan Barang Rampasan 
Yang Terjaga Kualitas Dan 
Kuantitasnya 

80 % 97,03 % 

2. Persentase Benda Sitaan 
Dan Barang Rampasan 
Yang Dikeluarkan 
Berdasarkan Putusan Yang 
Berkekuatan Hukum Tetap 

80 % 55,81 % 



 

 

 

 

 

 
Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Bulan Januari s/d Desember tahun 2023 

sebagai berikut : 

1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan 

Kuantitasnya dari target 80% pada tahun 2023 sudah tercapai 97,03% sebab 

tercapainya target tersebut karena kami melakukan kontrol dan perawatan terhadap 

baasan baran tersebut dilakukan secara rutin dan intens yan dilaksanakan secara 

periodik; 

2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan 

Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dari target 80% pada tahun 2023 sudah 

tercapai 55,81% sebab belum tercapainya target tersebut disebabkan proses 

eksekusi menunggu gerakan dari pihak eksekutor kita hanya bisa melakukan 

koordinasi agar eksekusi dilakukan akan tetapi tidak bisa menjadi pengeksekusi. 

 

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMYA 

 

 
No. 

 
Sasaran 
Kegiatan 

 
Indikator Kinerja Kegiatan 

 
Target 

Realisasi 
Tahun 2022 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
 

 
1. 

 
Meningkatnya 
Pelayanan 
Pengelolaan 
Basan Baran di 
wilayah sesuai 
standar 

1. Persentase Benda Sitaan 
Dan Barang Rampasan 
Yang Terjaga Kualitas Dan 
Kuantitasnya 

70 % 100 % 

2. Persentase Benda Sitaan 
Dan Barang Rampasan 
Yang Dikeluarkan 
Berdasarkan Putusan Yang 
Berkekuatan Hukum Tetap 

60 % 76,7 % 

 
 

PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH 

SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KERJA UTAMA 

TAHUN 

2020 2021 2022 2023 2024 

Terwujudnya penyelenggaraan 
pemasyarakatan yang 
profesional dalam mendukung 
penegakan hukum berbasis 
HAM terhadap tahanan, benda 
sitaan dan barang rampasan 
negara, narapiadana, anak, 
dan klien pemasyarakatan 

Persentase benda 
sitaan dan barang 
rapasan yang 
terjaga kualitas dan 
kuantitasnya 

90 91 92 93 95 

Persentase benda 
sitaan dan barang 
rampasan yan 
gdikeluarkan 
berdasarkan 
putusan yang 
berkekuatan hukum 
tetap 

90 91 92 93 95 



 

 

 

 

 

 

 
PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN atau PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA 

Penyebab tidak tercapainya persentasi Target Kinerja adalah dikarenakan proses 

pengeluaran yang dikeluarkan berdasarkan Hukum Tetap pada Rupbasan Kelas II 

Pangkalpinang tergantung kepada Pihak Penitip yang mengeksekusi basan baran tersebut. 

Rupbasan sebagai tempat penyedia layanan penyimpanan benda sitaan negara 

hanya bisa melakukan koordinasi terkait basan baran yang dititipkan di Rupbasan agar 

segera dieksekusi / dikeluarkan. 

 
Tabel 3.1. Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023 

 

 
NO. 

 
SASARAN STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

 
TARGET 

 

 
REALISASI 

CAPAIAN 

2023 

 
1. 

Memastikan pelayanan 

publik dibidang hukum 

sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pelayanan 

publik 

Indeks kepuasan 

masyarakat tehadap 

layanan publik bidang 

hukum 

 

 
80 

 

 
80 

 

 
100% 

 
2. 

Memastikan penegakan 

hukum yang mampu menjadi 

pendorong inovasi dan 

kreatifitas dalam petumbuhan 

ekonomi nasional 

Presentase benda sitaan 

dan barang rampasan 

yang terjaga kuantitas 

(jumlah) dan 

kualitasnya (nilai) 

 

 
80 

 

 
80 

 

 
100% 

 
 
 

 

 
NO. 

SASARAN 

PROGRAM 

INDIKATOR KEGIATAN 
PROGRAM TARGET REALISASI 

CAPAIAN 

2023 

1. 
Terwujudnya 

penyelengaraan 

pemasyarakatan yang 

berkualitas 

1. Indeks kepuasan 

layanan 

pemasyarakatan 

80% 80% 100 
% 

2. Indeks pelaksanaan 

kerjasama 

pemasyarakatan 

80% 80% 100 

% 

3. Indeks kepuasan 

pengguna IT 

pemasyarakatan 

80% 80% 100 

% 



 

 

 

 

 

 

 

2. 
Terwujudnya 

penyelenggaraan 

pemasyarakatan yang 

profesional dalam 

mendukung penegakan 

Hukum berbasis HAM 

terhadap Tahanan,benda 

sitaan dan barang 

rampasan 

negara,narapidana,anak 

dan klien pemasyarakatan 

Indeks pengelolaan 
basan baran 80% 80% 100% 

 
 
 
 
 
 

 

 
NO. 

SASARAN 

KEGIATAN 
INDIKATOR KEGIATAN 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

CAPAIAN 

2023 

 
1. 

Meningkatnya 

pelayanan 

pengelolaan basan 

baran diwilayah 

sesuai standar 

1. persentase benda sitaan dan 

barang rampasan yang terjaga 

kualitas dan kuantitasnya 

80% 70% 100% 

2. persentase benda sitaan dan 

barang rampasan yang 

dikeluarkan berdasarkan putusan 

yang berkekuatan hukum tetap 

80% 60% 100% 

 
2. 

Meningkatnya 

Dukungan 

Layanan 

Manajemen 

Satker 

1. Tersusunnya dokumen rencana 

kerja,anggaran UPT 

Pemasyarakatan dan 

pelaporan yang akuntabel tepat 

waktu 

 

 
1 

layanan 

 

 
1 

Layanan 

 
100% 

2. Tersusunnya dokumen 
pengelolaaan BMN dan 
kerumah tanggaan 

1 

Layanan 

 
1 Layanan 

100% 

3. Terpenuhinya data dan 
peningkatan kompetensi pegawai 
pemasyarakatan 

 
1 

Layanan 

 

 
1 Layanan 

 
100% 



 

 

 

 

 

 

 

  4. Tersusunnya dokumen 

pelaksanaan anggaran dan 

laporan keuangan yang 

akuntabel dan tepat waktu 

 

 
1 

Layanan 

 
 

 
1 Layanan 

 

 
100% 

5. Jumlah layanan perkantoran 

1 
Layanan 

1 
Layanan 

 

 
100% 

Keterangan: 

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perhitungan 

persentase capaian terdapat dua rumus, yaitu: 

1.  Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang 

semakin baik maka digunakan rumus: 

          
        = 

        
    %

 

 
2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian 

kinerja, maka digunakan rumus: 

 
capaian = 

       − (          −       ) 
 

 

       

 
 100% 

 

 
Berdasarkan table di atas, kegiatan pemeliharaan benda sitaan dan barang 

rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan; persentase benda sitaan dan barang rampasan yang 

dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai standar telah 

berjalan. Selain itu, kegiatan dalam layanan dukungan manajemen satker yang 

meliputi Layanan perkantoran; Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-KL; Indeks 

kepuasan penggunaan layanan umum; Dokumen perencanaan yang disusun; dan 

Penyusunan laporan keuangan telah berjalan. Realisasi atau capaian kinerja Rumah 

Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang telah sesuai dengan target 

Kinerja Tahun 2023. 



 

 

 

 

 

 
 

 
Tabel 3.2. Peformance Tahun 2023 

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang 
 

DASHBOARD PERFORMANCE 

NO SATUAN KERJA 
CAPAIAN KINERJA 

PERFORMANCE 
INDIKATOR 

KINERJA 
PENYERAPAN 
ANGGARAN 

1 Rumah Penyimpanan Benda 

Sitaan Negara Kelas II 
Pangkalpinang 

100% 98,78% 100% 

 
Keterangan: 

 Performance = Rata-rata indikator kinerja dan penyerapan anggaran 

 Nilai Indikator Kinerja diperoleh dari rata-rata capaian indikator kinerja 

pada tabel III.1 

 Nilai penyerapan anggaran diperoleh dari rata-rata capaian penyerapan 

anggaranpada tabel III.2 

 

 
Tabel 3.3. Realisasi Indikator Kinerja (YoY) 

 

INDIKATOR 
KINERJA 

2022 2023  

CAPAIAN 
YoY (%) Target Realisasi 

Capaian 

(100%) 
Target Realisasi 

Capaian 
(100%) 

1 Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Terhadap 

Layanan Publik 

Bidang Hukum 

 

 

77,5% 

 

 

77,5% 

 

 

100% 

 

 

77,5% 

 

 

77,5% 

 

 

100% 

 

 

0 

2 Persentase benda 

sitaan dan barang 

rampasan yang 

terjaga kuantitas dan 

kualitasanya 

 

 

70% 

 

 

70% 

 

 

100% 

 

 

80% 

 

 

80% 

 

 

100% 

 

0 

3 Indeks Kepuasan 

Layanan 

Pemasyarakatan 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

100% 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

100% 

 

0 



 

 

 

 

 

 

 

4 Indeks Pelaksanaan 

Kerjasama 

Pemasyarakatan 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

100% 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

100% 

 

0 

5 Indeks Kepuasan 

Pengguna Layanan 

IT Pemasyarakatan 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

100% 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

100% 

 

0 

6 Indeks pengelolaan 

basan baran 

 

 

70% 

 

 

70% 

 

 

100% 

 

 

80% 

 

 

80% 

 

 

100% 

 

0 

7 Persentase basan 

baran yang 

dikeluarkan 

berdasarkan putusan 

yang berkekuatan 

hukum tetap 

 

 

60% 

 

 

60% 

 

 

100% 

 

 

80% 

 

 

80% 

 

 

100% 

 

0 

8 Tersusunnya 

dokumen rencana 

kerja,anggaran UPT 

pemasyarakatan dan 

pelaporan yang 

akuntabel tepat 

waktu 

 

 

 

1 Layanan 

 

 

 

1 Layanan 

 

 

 

100% 

 

 

 

1 
Layanan 

 

 

 

1 
Layanan 

 

 

 

100% 

 

 

 

0 

9 Tersusunnya 

dokumen 

pengelolaan 

BMNdan 

Kerumah 

tanggan 

 

 

1 Layanan 

 

 

1 Layanan 

 

 

100% 

 

 

1 

Layanan 

 

 

1 

Layanan 

 

 

100% 

 

 

0 

10 Terpenuhinya data 

dan peningkatan 

kompetensi 

pegawai 

pemasyarakatan 

 

 

1 Layanan 

 

 

1 Layanan 

 

 

100% 

 

1 

Layanan 

 

1 

Layanan 

 

 

100% 

 

 

0 

11 Tersusunnya 

dokumen 

pelaksanaan 

anggaran dan 

laporan keuangan 

yang akuntabel dan 

tepat waktu 

 

 

1 Layanan 

 

 

1 Layanan 

 

 

100% 

 

1 

Layanan 

 

1 

Layanan 

 

 

100% 

 

 

0 



 

 

 

 

 

 

 

12 Jumlah layanan 

perkantoran 

 

 

1 Layanan 

 

 

1 Layanan 

 

 

100% 

 

1 

Layanan 

 

1 

Layanan 

 

 

100% 

 

 

0 

RATA-RATA 100 %  100 %  

 

Dilihat dari tabel realisasi capaian kinerja secara year on year (YoY). Capaian 

indikator kinerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan capain indikator kinerja 

pada tahun 2023. Untuk rincian hasil performance periode tahun 2023 adalah sebagai 

berikut : 

 
1. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang 

Hukum. 

Berdasarkan indikator kinerja yang ada capaian sasaran Indeks Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum pada tahun 2022 layanan 

sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun pada tahun 2023 persentase 

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum dari target 

77,5% tercapai sebesar 100%. 

2. Indikator kinerja : Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga 

kuantitas dan kualitasanya. 

Berdasarkan indikator kinerja persentase benda sitaan dan barang rampasan yang 

terjaga kuantitas dan kualitasnya pada tahun 2022 dari target 60 % tercapai 100% 

sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun pada tahun 2023 persentase 

benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya dari 

target 80% tercapai sebesar 97,03%. 

3. Indikator kinerja : Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan. 

Berdasarkan indikator kinerja yang ada capaian sasaran Indeks Kepuasan Layanan 

Pemasyarakatan pada tahun 2022 layanan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 

2022. Adapun pada tahun 2023 persentase Indeks Kepuasan Layanan 

Pemasyarakatan dari target 80% tercapai sebesar 100%. 



 

 

 

 

 

 

 
4. Indikator kinerja : Indeks PelaksanaanKerjasama Pemasyarakatan. 

Berdasarkan indikator kinerja yang ada capaian sasaran Indeks Pelaksanaan 

Kerjasama Pemasyarakatan pada tahun 2022 layanan sesuai dengan Perjanjian 

Kinerja Tahun 2022. Adapun pada tahun 2023 persentase Indeks Pelaksanaan 

Kerjasama Pemasyarakatan dari target 80% tercapai sebesar 100%. 

 

 
5. Indikator kinerja : Indeks Kepuasan Pengguna LayananIT Pemasyarakatan. 

Berdasarkan indikator kinerja yang ada capaian sasaran Indeks Kepuasan Layanan IT 

pada tahun 2022 layanan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun 

pada tahun 2023 persentase Indeks Kepuasan Layanan IT dari target 80% tercapai 

sebesar 100%. 

 
6. Indikator kinerja : Indeks pengelolaan basan baran. 

Berdasarkan indikator kinerja indeks pengelolaan basan baran pada tahun 2022 

layanan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun pada tahun 2022 

persentase Indeks indeks pengelolaan basan baran dari target 80% tercapai sebesar 

100%. 

7. Indikator kinerja : Persentase basan baran yang dikeluarkan berdasarkan putusan 

yang berkekuatan hukum tetap. 

Berdasarkan indikator kinerja indeks Persentase basan baran yang dikeluarkan 

berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tahun 2022 dari target 

80% tercapai sebesar 100% sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun 

pada tahun 2023 persentase Indeks Persentase basan baran yang dikeluarkan 

berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari target 80% tercapai 

sebesar 55,81%. 

8. Indikator kinerja : Tersusunnya dokumen rencana kerja,anggaran UPT 

pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu. 

Jumah penyusunan laporan keungan pada tahun 2022 sebanyak 1 layanan dari 

target 1 layanan sehingga persentase capaian 100%. Tahun 2023 persentase 



 

 

 

 

 

 

 
capaian tidak jauh berbeda dengan tahun 2022 yaitu 100% dengan jumlah 

penyusunan laporan keungan sebanyak 1 layanan dari target 1 layanan. 

9. Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan 

Jumah penyusunan laporan pengelolaan BMN pada tahun 2022 sebanyak 1 layanan 

dari target 1 layanan sehingga persentase capaian 100%. Tahun 2023 persentase 

capaian tidak jauh berbeda dengan tahun 2022 yaitu 100% dengan jumlah 

penyusunan laporan pengelolaan BMN sebanyak 1 layanan dari target 1 layanan. 

10. Indikator kinerja : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai 

pemasyarakatan. 

Jumah penyusunan laporan pemenuhan data peningkatan kompetensi pegawai 

pada tahun 2022 sebanyak 1 layanan dari target 1 layanan sehingga persentase 

capaian 100%. Tahun 2023 persentase capaian tidak jauh berbeda dengan tahun 

2022 yaitu 100% dengan jumlah penyusunan laporan pemenuhan data peningkatan 

kompetensi pegawai sebanyak 1 layanan dari target 1 layanan. 

11. Indikator kinerja : Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan 

keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. 

Jumah penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan pada 

tahun 2022 sebanyak 1 layanan dari target 1 layanan sehingga persentase capaian 

100%. Tahun 2023 persentase capaian tidak jauh berbeda dengan tahun 2022 yaitu 

100% dengan jumlah penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan 

keuangan sebanyak 1 layanan dari target 1 layanan. 

12. Indikator kinerja : Jumlah layanan perkantoran. 

Jumah layanan perkantoran pada tahun 2022 sebanyak 1 layanan dari target 1 

layanan sehingga persentase capaian 100%. Tahun 2023 persentase capaian tidak 

jauh berbeda dengan tahun 2022 yaitu 100% dengan jumlah layanan perkantoran 

sebanyak 1 layanan dari target 1 layanan. 



 

 

 

 

 

 

 
Tabel 3.4 

Data Basan dan Baran yang teregistrasi dan teridentifikasi Januari s/d Desember 2023 
 

 
No 

 
Bulan 

Jumlah 

Masuk Keluar 

1. Januari 3 - 

2. Februari 4 - 

3. Maret 2 5 

4. April 1 1 

5. Mei 2 1 

6. Juni - - 

7. Juli 3 - 

8. Agustus 1 7 

9. September - 1 

10. Oktober 4 - 

11. November 1 1 

12. Desember - 7 

 

Berdasarkan tabel diatas, Rumah Penyimpanan Benda sitaan dan Barang 

Rampasan Negara Kelas II Pangkalpinang pada periode Januari sampai dengan 

Desember 2023 melakukan penerimaan sebanyak 21 Perkara Basan dan Baran dan 

keluar sebanyak 23 perkara. 



 

 

 

 

 

 

 
Tabel 3.5 

Data Basan baran yang telah dilakukan eksekusi perkara Januari s/d Desember 2023 
 

No Tindakan Jumlah 

1. Dimusnahkan  

 a. Dibakar sampai habis - 

 b. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa 
diambil lagi 

- 

 c. Ditanam dalam tanah - 

 d. Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi - 

2. Dilelang untuk Negara 8 

3. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan 10 

4. Dikembalikan kepada yang berhak 5 

 
Tabel 3.6 

Data basan baran berdasarkan tingkat pemeriksaan Januari s/d Desember 2023 

 

No. Tingkat pemeriksaan Jumlah 

1. Tingkat Penyidikan 27 Perkara 

2. Tingkat Penuntutan 13 perkara 

3. Tingkat Pengadilan Negeri - 

4. Tingkat Pengadilan Tinggi atau Banding - 

5. Tingkat Mahkamah Agung (Kasasi) - 

 
Selama periode Januari sampai dengan Desember 2023 Basan dan Baran pada 

tingkat penyidikan sebanyak 27 Perkara dan tingkat penuntuan sebanyak 13 perkara yang 

secara keseluruhan berada di Rupbasan Kelas II Pangkalpinang yang terdiri dari berbagai 

macam jenis Basan dan Baran. 



 

 

 

 

 

 

 
B. REALISASI ANGGARAN 

Alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan 

pemasyarakatan di wilayah pada periode Juli sampai dengan Desember tahun 

2023 adalah senilai RP.2.130.220.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta dua 

ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.2.104.230.350,- (dua 

miliar seratus empat  juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah). 

 

 
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN 

1. NILAI KINERJA PADA APLIKASI SMART DJA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
2. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA 

1. E-PERFORMANCE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
 

 



 

 

 

 

 

2. TARGET KINERJA 
 

 
No. 

 
Sasaran 
Kegiatan 

 
Indikator Kinerja Kegiatan 

 
Target 

Realisasi 
Tahun 2023 
(Januari s/d 
Desember) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
 

1. 

Meningkatnya 
Pelayanan 
Pengelolaan 
Basan Baran di 
wilayah sesuai 
standar 

1. Persentase Benda Sitaan 
Dan Barang Rampasan 
Yang Terjaga Kualitas Dan 
Kuantitasnya 

80 % 97,03 % 

2. Persentase Benda Sitaan 
Dan Barang Rampasan 
Yang Dikeluarkan 
Berdasarkan Putusan Yang 
Berkekuatan Hukum Tetap 

80 % 55,81 % 

 
Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Bulan Januari s/d Desember tahun 2023 

sebagai berikut : 

1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan 

Kuantitasnya dari target 80% pada tahun 2023 sudah tercapai 97,03% sebab 

tercapainya target tersebut karena kami melakukan kontrol dan perawatan 

terhadap baasan baran tersebut dilakukan secara rutin dan intens yan 

dilaksanakan secara periodik; 

2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan 

Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dari target 80% pada tahun 2023 sudah 

tercapai 55,81% sebab belum tercapainya target tersebut disebabkan proses 

eksekusi menunggu gerakan dari pihak eksekutor kita hanya bisa melakukan 

koordinasi agar eksekusi dilakukan akan tetapi tidak bisa menjadi pengeksekusi.



 

 

 

 

 

 

3. E-MONEV BAPENAS 
 

 



 

 

 

 

 

 
BAB IV 

PENUTUP 

3. KESIMPULAN 

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi 

pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya 

Rupbasan Kelas II Pangkalpinang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKJIP) periode Tahunan pada Tahun 2023. LKJIP ini menyajikan 

informasi mengenai capaian kinerja dari indikator Kinerja kegiatan yang merupakan 

tanggungjawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan negara 

kurun waktu Januari - Desember 2023 secara komprehensif sebagai wujud 

pertanggungjawaban publik ( Public Accountability). 

LKJIP ini disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang 

tahun 2023. 

Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan 

Barang Rampasan Negara Kelas II Pangkalpinang pada Tahun 2023 sudah maksimal. 

Hal ini tidak lepas dari pesan serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jendral 

Pemasyarakatandan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan 

Bangka Belitung yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program 

strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga. 

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan yang 

menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian 

kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas II 

Pangkalpinang adalah sebagai berikut: 

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan khususnya tenaga 

penaksir Basan dan Baran. 

2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pemasyarakatan. 

3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Pengelolaan 



 

 

 

 

 

 

 
Basan dan Baran (perawatan mobil, kayu, BBM, dll). 

4. Masih terdapat Basan dan Baran yang tidak diketahui kepemilikannya. 

 
4. SARAN 

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas maka guna 

meningkatkan kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan 

Negara Kelas II Pangkalpinang khususnya dalam pencapaian sasaran perlu 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Mengusulkan peningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui 

kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis 

Pemasyarakatan ( pelatihan penaksir Basan dan Baran). 

2. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran Pemasyarakatan dalam 

rangka melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan perawatan Basan dan 

Baran. 

3. Mengusulkan penambahan alokasi pegawai baru karena Rupbasan 

Pangkalpinang terakhir mendapatkan alokasi pegawai baru pada tahun 

2013. 

4. Memperkuat fungsi koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait. 

5. Menguatkan fungsi pengawasan internal pada Rupbasan Kelas II 

Pangkalpinang. 

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai 

bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada 

tahun yang akan datang. 

 
 

 
PangkalPinang, 4 Januari 2024 
Kepala 

 

 
Muhammad Anwar 
NIP.196803252002121001 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II 

PANGKALPINANG 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG 
 
 
 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Andri Ferly 

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama : Harun Sulianto 

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 
Pangkalpinang, 2 Januari 2023 

 

Pihak Kedua, 
Kepala Kantor Wilayah Bangka 

Belitung 
 
 
 
 

 
Harun Sulianto 

Pihak Pertama, 
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 

Negara Kelas II Pangkalpinang 
 
 
 
 

Andri Ferly 

NIP 19650408 198703 1 002 NIP 19790417 200012 1 001 



 

 

 

 

 

 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II 

PANGKALPINANG 

DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

BANGKA BELITUNG 

 
 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Memastikan 
pelayanan publik di 
bidang hukum sesuai 
dengan asas 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 
Layanan Publik Bidang Hukum. 

80 

2. Memastikan 
penegakan hukum 
yang mampu menjadi 
pendorong inovasi dan 
kreatifitas dalam 
pertumbuhan ekonomi 
nasional 

Persentase benda sitaan dan barang 
rampasan yang terjaga kuantitas 
(jumlah) dan kualitasnya (nilai) 

80% 

 

 

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Terwujudnya 
Penyelenggaraan 
Pemasyarakatan yang 
Berkualitas 

1. Indeks Kepuasan Layanan 
Pemasyarakatan 

85 

2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama 
Pemasyarakatan 

85 

3. Indeks Kepuasan Pengguna 
Layanan IT Pemasyarakatan 

85 

2. Terwujudnya 
Penyelenggaraan 
Pemasyarakatan yang 
Profesional dalam 
Mendukung Penegakan 
Hukum Berbasis HAM 
Terhadap Tahanan, 
Benda Sitaan dan 
Barang Rampasan 
Negara, Narapidana, 
Anak, dan Klien 
Pemasyarakatan 

Indeks Pengelolaan Basan Baran 80 



 

 

 

 

  4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran dan laporan keuangan yang 
akuntabel dan tepat waktu 

1 
Layanan 

5. Jumlah Layanan Perkantoran 1 
Layanan 

 
 
 

 

Kegiatan Anggaran 

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp 280.245.000,- 

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Rp 280.245.000,- 

  

Program Dukungan Manajemen Rp 1.609.287.000,- 

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT 
Pemasyarakatan 

Rp 1.609.287.000,- 

 
 
 

 
Pangkalpinang, 2 Januari 2023 

 

Pihak Kedua, 
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung 

 
 
 

 
Harun Sulianto 

Pihak Pertama, 
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 

Negara Kelas II Pangkalpinang 
 
 

 
Andri Ferly 

NIP 19650408 198703 1 002 NIP 19790417 200012 1 001 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 

ll
(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya  Pelayanan 
Pengelolaan Basan Baran 
di wilayah sesuai standar 

1. Persentase benda sitaan dan barang 
rampasan yang terjaga kualitas dan 
kuantitasnya 

80% 

2. Persentase benda sitaan dan barang 
rampasan yang dikeluarkan 
berdasarkan putusan yang berkuatan 
hukum tetap 

80% 

2. Meningkatnya Dukungan 

Layanan Manajemen 

Satker 

1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, 
anggaran UPT Pemasyarakatan dan 
pelaporan yang akuntabel tepat waktu 

1 
Layanan 

2.  Tersusunnya dokumen pengelolaan 
BMN dan Kerumah tanggaan 

1 Layann 

3. Terpenuhinya data dan peningkatan 
kompetensi pegawai pemasyarakatan 

1 
Layanan 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II 

PANGKALPINANG 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG 
 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Andri Ferly 

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang 

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, 

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab 

kami. 

 

 
Pangkalpinang, 2 Januari 2023 

 

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
Kelas II Pangkalpinang 

 
 

 
Andri Ferly 

NIP 19790417 200012 1 001 
 
  



 

 

 

 

 
SOSIALISASI BUDAYA ANTI KORUPSI 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
SOSIALISASI KEPMENKUMHAM No. M.HH-13.03.02 TAHUN 2023 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
SOSIALISASI DAKTILOSKOPI TAHUN 2023 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BASAN BARAN 

 
 

 



 

 

 

 

 
PEMELIHARAAN BASAN BARAN 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
MAKLUMAT PELAYANAN RUPBASAN 

 



 

 

 

 

KEGIATAN MONEV DARI KANTOR WILAYAH 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
WORKSHOP PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN SPIP DAN MATURITAS SPIP 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN HUKUM DAN HAM 

 



 

 

 

 

 
PELATIHAN PERAWATAN OTOMOTIF YANG BEKERJASAMA DENGAN PIHAK  BLK PROVINSI 

TAHUN 2023 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
ZOOM SOSIALISASI APLIKASI SPRINTERPAS 

 

  



 

 

 

 

 

BIMBINGAN TEKNIS APK SRIKANDI 

 

 

 


